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TANGGUNG JAWAB DOKTER
TERHADAP REKAM MEDIS DALAM DIMENSI HUKUM

DOCTORS’RESPONSIBILITY TOWARD
MEDICALRECORDIN THE DIMENSION OFLAW

Oleh
Nendar Darkani'®

ABSTRACT

Puttinglawas a meansof social controlis one of thetasks performedbythe function oflaw
inconstantly changing societyalongwith thedevelopment of scienceandtechnology. Lawshould
movein the realm ofthe lawforhumans,not the contrary.Socialinteractionin the dimensions ofthe
lawis  becoming increasinglydynamicandprogressivedevelop,includingin  terms  ofdoctor-
patientrelationshipat the level oflegal normsof health thatrequires legalcertaintythroughsocial
controlconducted by thenormof lawso that theissueof responsibilityis akey issuethat mustbe
explainedthroughthislegal order.

Legal responsibility in a matter of medical records can be born on the legal aspects of
the relationship between doctor and patient in an equal position. In such perspective, law has
placed both of them to have legal accountability. Lawsuit to ask doctor’s responsibility comes
in two basic laws that are based on breach of contract (contractual liability) as provided in
Article 1239 Civil Code, and based on tort (onrechtmatigedaad) in accordance with the
provisions of Article 1365 Civil Code.

Having breach of contract in the health service is caused bythe act of aphysicianfor the
provision ofinappropriatecareservicesin accordance withwhat isagreed. Inappropriateform of
treatmentmay include the careless actionsorlack ofcautionof thedoctorthat can bedetrimental
topatientsbecause itviolates thetherapeutic goal.

Key Word : Functionof Law,LiabilityandLegal Certainty

A. Pendahuluan pada bidang-bidang kehidupan masyarakat
mejadi  semakin terindikasikan semakin
meningkat, seiring dengan meningkatnya
peranan yang dapat dimainkan oleh Negara
dalam masyarakat.Tidak terkecuali bidang
kesehatan, hukum menjalankan fungsinya
layaknya hukum masuk pada ranah ekonomi,
politik maupun sosial-budaya begitu intens-
nya pelibatan hukum berakibat pada
pemberlakuan nilai-nilai yang sebelumnya
tidak diatur menjadi sebuah ketentuan yang
dinormatifkan  dalam  bentuk  kebijakan
8H. Nendar Darkani, SH.MH : Dekan Fakultas Hukum peraturan  per undang-undangan khususnya
Unswagati norma-norma yang mengatur rekam
medis.Argumen ini memberikan penegasan

Pada hampir setiap bidang kehidupan
sekarang ini, realitas yang terelakkan adalah
dijumpainya peraturan-peraturan
hukum.Melalui penormaan terhadap tingkah
laku manusia ini, hukum menjelajahi hampir
semua bidang kehidupan manusia" Bila
mengkaji pada perspektif perkembangan
masyarakat dan Negara, maka dapat dikatakan
bahwa kejadian intervensi hukum yang kental

' Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung

: Penerbit An%kasa, 1986).hlm.16.
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pada ungkapan Marc Galanter” maka gejala
penetrasi hukum kedalam masyarakat yang
semakin  meningkat, telah  mengubah
keseluruhan petabumi hukum di dunia ini
secara dramatis.

Pada titik ini hukum dapat memainkan
perannya pada formulasi mendudukan hukum
sebagai sarana kontrol sosial merupakan suatu
proses yang dilakukan untuk mempengaruhi
orang-orang agar bertingkah laku sesuai
dengan harapan masyarakat’' . Telaah hukum
pada posisi sebagai sarana kontrol sosial
memiliki kecenderungan statis yakni sekedar
memecahkan masalah yang dihadapkan
kepada hukum secara konkret yaitu mengatur
hubungan-hubungan sosial yang ada.Kondisi
ini berbeda dengan memposisikan hukum
sebagai social engineering yang orientasinya
tidak ditujukan kepada pemecahan masalah
yang ada, melainkan berkeinginan untuk
menimbulkan  perubahan-perubahan dalam
tingkah laku anggota-anggota masyarakat.
Artinya, bagaimana kemudian hukum dapat
digunakan dalam koridor pengaturan yang
lebih luas dalam bidang kesehatan yaitu
menyangkut rekam medis ini, yang
sebelumnya pada  tahap-tahap awal
perkembangan masyarakat tidak dipandang
sebagai persoalan yang krusial dalam dimensi
pengaturan hukum tetapi seiring dengan
perkembangan masyarakat menjadikan hal ini
harus diatur dalam ketentuan norma tersendiri.

Betapa hukum itu ada dalam masyarakat
untuk keperluan melayani masyarakatnya.
Karena ia melayani masyarakatnya, maka
ia sedikit banyak juga didikte dan dibatasi
oleh kemungkinan-kemungkinan yang bisa
disediakan oleh masyarakatnya. Dalam
keadaan yang demikian ini maka apa yang
bisa dilakukan hukum turut ditentukan oleh

*° Ibid, hlm.16

2 Mulyana W. Kusumah, Perspektif dan Teori tentang
Konteks Sosial Hukum, dalam Hukum, Politik dan
Perubahan Sosial, (Jakarta : Penerbit Yayasan

sumber-sumber daya yang ada dan tersedia
dalam masyarakatnya®.

Manusia disebabkan kodrat rasionalnya,
memiliki kebebasan untuk mengambil dan
menentukan  sikapnya  sendiri  dalam
melakukan tindakan. Dalam pembahasan
filsafat hukum, kebebasan manusia memiliki
banyak arti’. Kebebasan manusia memainkan
peranan yang sangat penting dalam
pembahasan-pembahasan  tentang  batasan
hukum. Kebebasan inilah yang selanjutnya
memicu tindakan manusia untuk melakukan
sesuatu dalam konteks interaksi sosial. Karena
hukum mengarahkan perbuatan manusia, maka
semua aturan hukum berhubungan dengan
perbuatan manusia. Ada tiga jenis perbuatan
manusia’*

a. Tindakan kebajikan, yaitu semua perbuatan
menurut asalnya sudah baik.Aktivitas
hukum sebagaimana termanifestasi di
dalam aturan-aturannya juga termasuk
tindak kebajikan, sebab “semua hukum
memerintahkan tindak kebajikan™;

b. Tindak kejahatan, yaitu semua perbuatan
yang pada dasarnya tidak baik, seperti
misalnya : menipu. Hukum melarang
semua bentuk tindak kejahatan macam apa
pun;

c. Tindakan yang memiliki karakteristik
khusus : misalnya, memberi izin. Hukum
dapat berfungsi “mengizinkan” suatu
tindakan tertentu.

Hukum pada akhirnya memberikan
kualifikasi  terhadap  hubungan-hubungan
tertentu yang dipilihnya. Melalui
pengkualifikasian oleh hukum itu, maka
menjadilah hubungan-hubungan itu hubungan
hukum  yang dapat melahirkan hak dan
kewajiban. Persepsi dalam konteks hak dan

22 Satjipto Rahardjo, /lmu Hukum, (Bandung : Penerbit
Alumni, 2000),hlm.24.

E.Sumaryono, Etika & Hukum : Relevansi Teori
Hukum Kodrat Thomas Aquinas,(Yogyakarta :
Penerbit Kanisius, 2002),him.22-23.

23

Lemba%a Hukum Indonesia, 1990).hlm.4. 24 Ibid,hlm.87.
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kewajiban  ini, memberikan  penegasan
keberadaan tanggung jawab bagi pihak-pihak
dalam hubungan hukum yang dilakukannya
sebagai bentuk konsekuensi logis dari
implementasi pengaturan hukumnya yang
berlaku.

B. Eksistensi Hukum dalam Hubungan
Hukum antara Dokter dan Pasien

Keberadaan hukum semakin nyata
dalam menyelesaikan permasalahan yang
timbul dari hubungan antara dokter dengan
pasien atau dapat pula disebut dalam praktik
profesi kedokteran yang dapat menimbulkan
beberapa pandangan. Di satu sisi ada
pendapat bahwa profesi dokter harus dibiarkan
bebas untuk mengatur dirinya, dan jika hukum
mengharuskan dokter bertindak berdasarkan
kaidah-kaidah etik maka dokter dalam
menjalankan kewajibannya hanya dibebani
dengan sanksi, bukan karena kesadaran dan
tanggung jawab moralnya. Padahal dalam
hubungan antara dokter dengan pasien dalam
hal pelaksanaan pelayanan medis lebih
berkembang pada suatu sikap percaya secara
timbal-balik antara para pihak dan besar
kemungkinannya berkembang berdasarkan
moralitas dari hubungan yang diatur oleh
hukum tersebut . Pada aspek lain ada pula
pendapat yang mengatakan yaitu menolak
bahwa dokter harus dibiarkan  bebas
menentukan apa yang terbaik dalam mengatur
hubungannya dengan pasien, sehingga tidaklah
tepat bila dokter diberi hak sepenuhnya untuk
memutuskan hidup matinya pasien ditinjau
dari sudut kepentingan umum. Hal ini cukup
beralasan, mengingat dokter sendiri yang
berhak menentukan apa yang harus dilakukan
terhadap  pasiennya, berarti  hal itu
meningggalkan hak individu pasien untuk
menentukan apa yang terbaik bagi dirinya.
Dalam pandangan ini, meskipun hukum tidak
sempurna dan kerapkali tidak mampu
menjangkau kenyataan, tetapi setidak-tidaknya
meripakan sarana untuk mengawasi profesi

dokter demi kepentingan masyarakat secara
keseluruhan.

Terlepas dari sisi-sisi persepsi yang
berbeda dari hubungan hukum yang dapat
timbul antara dokter dan pasien sebagaimana
dinyatakan di atas, pasien adalah manusia
yang mempunyai hak dasar yang telah diakui
dan dilindungi oleh ketentuan hukum yang
berlaku, bahkan dalam tatanan dokumen
internasional disebutnya sebagai hak asasi
manusia yang harus dihormati dan dijaga
pengakuannya sebagai pengejawantahan dari
natural right atau hak kodrat yang melekat
pada mahluk hidup manusia itu dalam
perkembangan sejarahnya, yang berkembang
menjadi human right” , kata human menunjuk
kepada hak esensial yang merupakan bagian
dari  hidup manusia. Dikaitkan dengan
hubungan dokter dengan pasien dalam dalam
hal perawatan medis, maka asas hukum medis
bertumpu pada dua hak dasar yaitu the right to
healthcare  dan  the right to  self-
determination® . Berdasarkan kepada tujuan
hukum haruslah dipahami betapa pentingnya
hukum dan seberapa jauh jangkauannya dalam
mengatur hubungan yang menyangkut profesi
dokter dalam kehidupan bersama untuk
menciptakan tatanan masyarakat yang tertib
dan seimbang?’.

Tanggung jawab  hukum  dalam
persoalan rekam medis dapat lahir pada aspek
hubungan hukum antara dokter dengan pasien
yang dalam posisi sederajat™, pada perspektif
yang demikian hukum telah menempatkan
keduanya memiliki tanggung gugat hukum.

% Hendrojono Soewono, Perlindungan Hak-Hak Pasien
dalam Transaksi Terapeutik : Suatu Tinjauan
Yuridis Setelah Berlakunya Undang-Undang No.29
Tahun 2004  tentang  Praktik  Kedokteran,
(Surabaya : Penerbit Srikandi, 2006),hlm.39.

%% Ibidhlm.39.

Veronica Komalawati, Hukum dan Etika dalam

Praktik Kedokteran, (Jakarta : Penerbit Pustaka

Sinar Harapan, 1989).

2 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan
Pertanggungjawaban Dokter, (Jakarta : Penerbit

Rineka Ciata, 2005),him.63.
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Gugatan untuk meminta pertanggungjawaban
dokter bersumber pada dua dasar hukum yaitu

1. Berdasarkan pada wanprestasi (contractual
liability) sebagimana diatur dalam Pasal
1239 KUH Perdata;

2. Berdasarkan perbuatan melawan hukum
(onrechtmatigedaad) sesuai dengan
ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Terjadinya wanprestasi dalam pelayanan
kesehatan terjadi karena tindakan seorang
dokter berupa pemberian jasa perawatan yang
tidak patut sesuai dengan apa yang
diperjanjikan. Bentuk perawatan yang tidak
patut ini dapat berupa tindakan kekurang hati-
hatian atau akibat kelalaian dari dokter yang
bersangkutan yang dapat merugikan pasien
sebab menyalahi tujuan terapeutik.

Beberapa hal yang harus diperhatikan
dalam pelayanan kesehatan baru terjadi bila
telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut”

1. Hubungan antara dokter dengan pasien
terjadi berdasarkan kontrak terapeutik;

2. Dokter telah memberikan pelayanan
kesehatan yang tidak patut yang menyalahi
tujuan kontrak terapeutik;

3. Pasien menderita kerugian akibat tindakan
dokter yang bersangkutan.

Pada koridor pengaturan gugatan atas
dasar wanprestasi, ketiga unsur di atas harus
dapat dibuktikan terlebih dahulu adanya
kontrak terapeutik antara pasien dengan
dokter. Pembuktian tentang adanya kontrak
terapeutik dapat dilakukan pasien dengan
mengajukan rekam medis atau dengan
persetujuan tindakan medis yang diberikan
oleh pasien.

Pada unsur yang pertama saat pasien
datang menemui dokter dengan membawa
kartu berobat untuk meminta pertolongannya
dapat dianggap telah terjadi perjanjian
terapeutik. Sedangkan pada unsur yang kedua,
harus dibuktikan dengan adanya kesalahan dan
atau kelalaian dokter guna membuktikan hal

2 Ibid, him.63.

ini pasien harus mengajukan fakta bahwa
seorang dokter yang merawatnya tidak
melakukan apa yang disanggupi akan
dilakukan dalam kontrak terapeutik, atau
dokter melakukan apa yang diperjanjikan akan
tetapi terlambat atau dokter yang bersangkutan
melakukannya tidak sesuai dengan yang
diperjanjikan atau dokter yang merawatnya
melakukan sesuatu yang menurut perjanjian
tidak boleh dilakukan. Pada unsur ketiga,
dapat terpenuhi semua tindakan dokter seperti
tersebut di atas harus mempunyai hubungan
kausal dengan kerugian yang diderita pasien.

Dasar hukum yang selanjutnya adalah
berkenaan dengan gugatan berdasarkan pada
aspek perbuatan melawan hukum bahwa
gugatan dapat dilakukan jika terdapat fakta-
fakta yang berwujud suatu perbuatan melawan
hukum, walaupun di anatra para pihak tidak
terdapat suatu perjanjian. Dasar hukum ini
harus memenuhi empat syarat agar perbuatan
melawan hukum dapat dijadikan dasar gugatan
dari peranggungjawaban hukum antara dokter
dengan pasien seperti yang ditetapkan dalam
Pasal 1365 KUH Perdata yaitu :

1. Pasien harus mengalami suatu kerugian;

2. Ada kesalahan;

3. Ada hubungan kausal antara kesalahan
dengan kerugian;

4. Perbuatan itu melawan hukum.

Karakter khas gugatan berdasarkan
perbatan melawan hukum dapat ditinjau pada
model pertanggungjawaban yang diterapkan
yaitu pertanggungjawaban karena kesalahan
(fault liability) yang bertumpu pada tiga asas
sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH
Perdata yang intinya mengatakan tiap
perbuatan melanggar hukum yang membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang
yang karena salahnya menerbitkan kerugian
itu menggantinya; Pasal 1366 KHU Perdata
pada dasarnya mengatur juga yang disebabkan
karena kelalaian dan Pasal 1367 KUH Perdata
mengatur pada intinya adalah tanggung jawab
untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya
sendiri, dan pula berkenaan dengan kerugian
yang disebabkan perbuatan orang-orang yang
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